
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : ZsS / pL. 02. 3_Kpt / T 4O3 / KpU_Kab/ r x / 2O2O

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PADAPEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang a

b

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 71
ayat (4) Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang pencaronan pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau walikota dan wakil walikota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terahir dengan peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor g Tahun zo2a
Perubahan Keempat atas peraturan Komisi pemilihan
umum Nomor 3 Tahun 2otz tentang pencalonan
Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan
wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50c ayat
(7) huruf a Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor
10 Tahun 2o2o tentang perubahan Atas peraturan
Komisi Pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2o2o tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,
Bupati dan wakil Bupati, dan/atau wali Kota dan wakil
wali Kota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disea.se 2019 (Covid_19);
bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, dan
huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Komisi Pemilihan umum Kabupaten Muna tentang
Penetapan Nomor Urut dan Daftar pasangan calon
Peserta Pemilihan
Tahun 2A2O;

Bupati dan Wakil Bupati Muna

c

Mengingat
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Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor T4 Tahun
1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor t822);
Undang-Undang Nomor 2Z Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Al4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonosia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Al4 tentang pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 65a\;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2OlT
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi pemiiihan
Umum Nomor I Tahun 2O2O tentang perubahan

Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
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3 Tahun
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3 Tahun 2ol7 tentang pencalonan pemilihan Gubernur
dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau
walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 980);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2ot7
tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil
Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, danf atau walikota
dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2ol7 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2A2O tentang perubahan
Keempat Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2ol7 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2O Nomor 980);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor g rahun 2olg
tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 320) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2o2o tentang Perubahan Atas peraturan Komisi
Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2olg tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
20rl;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2A$ tentang Tahapan, program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan wakil wali Kota Tahun zo2o (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2oL9 Nomor 905) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor S Tahun 2O2O tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi pemilihan
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Umum Nomor 15 Tahun 2org tentang Tahapan, program
dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan
wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau
walikota dan wakil walikota Tahun 2o2o (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193);

8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2o2o
tentang Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil
Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, danf atau walikota
dan wakil walikota serentak Lanjutan Dalam Kondisi
Bencana Non Alam corona virus Di^sea.se 2olg (covid-
19), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2o2a tentang pelaksanaan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, danlatau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease zOLg (Covid-l9), (Berita Negara
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 981);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ;

394 /PL.O2.2-Kpt/ 06 /KPU /VfiI/ 2A2O tentang pedoman

Teknis Pendaftaran, Penelitian dan perbaikan Dokumen
Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , danf atau Walikota
dan Wakil Walikota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Nomor : 229 I PL.A2 .2 -Kpt / 7 4O3 I Kab I VIII / 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pencalonan Untuk partai politik atau
Gabungan Partai Politik Dalam pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Muna Tahun 2O2O;

1 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Nomor : 23A I PL.A2.2-Kpt/ 7 4O3 / Kab. I VfiI / 2O2O tentang
Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk partai politik
Atau Gabungan Partai Politik Dalam pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Muna Tahun 2A2O;

12. Keputusan ..
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Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Muna
Nomor : 2 48 / pp. 0 1 . 2-Kpt / T 4O3 / Kab. / tX / 2OZ0 rentang
Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi pem,ihan
Umum Kabupaten Muna Nomor 544 /pp.O1.2_Kpt/ 7 4o3 / I/ab / 201 9 tentang pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal penyerenggaraan pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Muna Tahun 2O2O;
Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Muna
Nomor : 252/pL.02.3-Kpt/24O3/KpU_Kab/rX/2O2O
Tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan wakil
Bupati Peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati
Muna Tahun 2A2O.

Memperhatikan : 1 surat Ketua Komisi pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor T8B/pL.o2.2-sD /06 /Kpu /rx/2o2a
Perihal Pengundian Nomor Urut pasangan Calon.
Berita Acara Komisi pemilihan umum Kabupaten MunaNomor : 71 /pL.o2.3-BA/7403/Kab/rx/zo'zo Tentang
Penetapan Nomor Urut dan Orft"i p"""rrg"r, Calon
Peserta Pemilihan Bupati dan wakfl eu;afi Muna
Tahun 2O2O

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUNA TAHUN 2A2O

Menetapkan Nomor Urut dan Daftar pasangan calon Bupati
dan wakil Bupati Muna peserta pemilihan Bupati dan wakil
Bupati Muna Tahun 2o2a sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
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KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 24 September 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

KUBAIS

ttd.

Salinan sesuai dengan
SEKRETARIAT KOMISI

MUNA

aslinya
PEMILIHAN UMUM
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LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR : 253 / PL.O2.3-Kpt / 7 4O3lKpU-
Kab/tX/2o2o
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN
DAF"TAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUNA TAHUN 2O2O

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 24 September 2A2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

UPATEN MUNA9illt.I,11

DAF'TAR PASANGAIY CALONNOMOR I'RUT
PASAilGAN

CALON CALON BUPATI CALOIT WAKIL
BUPATI

PARTAI POLITIK
PENGUSUNC

1
LA ODE MUHAMMAD
RUSMAN EMBA, ST

Drs. H.
BACHRUN, M.Si

1. Partai
Kebangkitan
Bangsa

2. Partai Demokrasi
Indonesia
Peq'uangan

3. Partai Golongan
Karya

4. Partai Keadilan
ahtera

$[KIIITARIAT

* S
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